PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG

Menimbang

. a.

DIPERDAGANGKAN DI BURSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta
Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi
Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan
di Bursa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih
tinggi in casu Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan dan karenanya tidak sah dan
tidak berlaku umum;

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi
Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan
di Bursa tidak dapat dilaksanakan dengan tidak
berlakunya Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
serta Pasal 5; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak
Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa;
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